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512/MENKES/ PER/IV/2007 tentang Jjin Prakte)

7. Peraturan Menteri Kesehatan NomoT
dan Pelaksanaan Praktek xouowﬁag.z mor

8. Peraturan  Menteri Kesehatan mw Sakit;
voswﬁobmmmammb Komite Medik di me%awﬂ Tahun

9. Peraturan Bupati Temanggung Nom ng;
Sakit Umum Daerah Kabupaten ?memmw em,&zs 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

. 8 :

10 Feraturan Bupati Tomangaii e S0y mumaly Salt Umiim Dacreh (BLUD RSUD)

chcwmw%s m_,mb m%mbgms sebagaimana telah &ccmwmw obmmwm %MW ﬂc ok mcv ag
Temanggung mﬂnﬂﬂmmﬁ% Tahun 2012 tentang Perub waﬂbm&&wmb NnMMMMMb wwmwc
Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman BLUD RSUD) Kab )
Layatian Cms um Deerah Rumah Sakit Umum Daerah ( ) Kabupaten
Temanggung;

:.?BEM«M m:vma Temanggung Nomor 77 H&Esm.wog tentang Peraturan Internal
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temangguns, isasi

12.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 %mwsm 2020 ﬁmwmﬁﬁwb mﬂwﬂw%wm.w Mumwmcmwpmw?
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dac paten
Temanggung;

13.Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun e ﬁowmﬁmmmm%wznﬁwmgmmﬁmﬁwm
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pacrah (FPh- fpega i
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3 T :
Ruang lingkup Kerjasama ini adalah Pelayanan Dokter Spesialis .ZaE.o_om, di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan Full Timer (Penuh Waktu).

755/MENKES/PER/IV/2011  tentang

0011 tentang Pola Tata Kelola Rumah

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Dokter
Spesialis Neurologi yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung;
(2) Pelayanan Dokter Spesialis Neurologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
. Pasal 5
(1) PIHAK PERTAMA BERHAK :

a. mendapatkan Pelayanan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan RSUD Kabupaten
Temanggung untuk memberikan pelayanan kepada pasien rawat jal i
konsultasi medik dan tindakan medik; ° e et e

b. memberdayakan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki RSUD Kabupaten Temanggung; B 70 prasarana

c. melakukan audit medis terhadap PIHAK KEDUA;

d. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis apabila PIH )
kinerja tidak disiplin/indisipliner. i AK KEDUA  melakukan

(2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :

a. memberikan Jasa Pelayanan (Fixed Cost) kepada PIH
2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) m%mmv bul mMr.N KEDUA sebesar Rp.

b. memberikan Jasa Pelayanan (Variabel Cost) ke A

By pada PI
frekuensi tindakan uo_w%mbmb. kepada pasien di chM.MNmMWWC% anwmm%mb
Kabupaten Temanggung, sesuai tarif yang ditetapkan PIHAK mmme>§>ﬂz§ aerah

c. memberikan Surat ec.mm.m kepada PIHAK KEDUA untuk memb .w,
kesehatan Dokter Spesialis Neurologi; erikan pelayanan

d. menyediakan MmmESm untuk kepentingan pelayanan Dokter Spesial: :

e. menanggung iuran BPJS Keschatan PIHAK KEDUA mo_uommwowmamﬁw Hmmm yang

berlaku setiap bulan;
menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan PIHAK

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,

UA BERHAK :
(3) PIHAK KED g :
enerima pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost darj .
B e ter Spesialis Neurologi setiap bulan dari PIHAK PERTAN: < L LCRTAMA sebagai
BPJS Kesehatan 1% dari UMK yang berlaku; rangi kewajiban

f. KEDUA yang meliputi Jaminan
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pel Cost atas pelayanannya sebagaj

elayanarl Vang
anan sesual 5

D Kabupaten Temanggung untuk
ai dengan ketentuan yang

Denerima pembayaran Jasa R gan profesi Dokter Spesialis

Dokter Spesialis Neurologi;
¢ Mengusulkan kebutuhan fasilitas
o Neurologi yang diperlukan;

* Mmenggunakan dan memanfaatk .
kepentingan pelayanan Dokter Spest
berlaky pada PIHAK PERTAMA; . dari

e Mmenerima fasilitas BPJS Hanﬂm:mmmwnamMMB»n an.
(4) P Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN : S
4. Memberikan pelayanan kesehatan sesu&l eng

pelay

Jitas di Wmc
i mmmmwm Neurologi sesU

PIHAK PERTAMA yang meliputi

oaﬁnﬁnnmm dan keahliannya serta

esialis di PTHAK PERTAMA;

Sesuai Standar Pelayanan Medis; 0
b. mengurus perijinan sehubungan dengan Pr mw e L e e .
€. mengajukan Standar Pelayanan Medis sesual kompe o epe e e PERTAMA
d. memberi pernyataan/informasi medis atas pasien yang e )
g :HMH atuhi peraturan perundang-undangan dan regu
i ini i asul
: melengkapi dokumen kepegawaian untuk persyaratan administrasi, termasuk

menyerahkan PPK, CP, SPK, RKK, dan STR.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

al 6 .

(1) Segala sesuatu yang berhubungan QQSMMM administrasi, surat Bms.v\cw.mr tata ﬁoac._u dan

koordinasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini Bmémg tanggung jawab
PARA PIHAK menurut kepentingan dan keperluan secara proporsional;

(2) Pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost dan Variabel Cost kepada PIHAK KEDUA

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KEDUDUKAN DOKTER
Pasal 7
(1) PIHAK KEDUA sebagai dokter Mitra Spesialis di RSUD Kabupaten Temanggung
berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan
bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang
berlaku di rumah sakit;
(2) Dokter Mitra Spesialis sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi an
Staf Medis (KSM) dengan segala hak dan w@ﬁw_.wgbswww o : <y i g
(3) Dalam H&m.wmms&&b tugasnya PIHAK KEDUA melakukan koordinasi, sinkronisasi dan
WMM%MH&MWQ terhadap segala aspek pelayanan kesehatan yang berlaku pada PIHAK

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 8
(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sei
: jak tan
sampai awbmwb 31 Agustus 2022 dan dapat diperpan; mbmmm\mﬁw : Hn Wwﬂnogvmu NO.MH
disepakati PARA PIHAK ; Perbaharui apabila
(2) Pihak yang menghendaki perpanjangan perjanjian inj harus :
. : F D memberit
pihak lain secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebe] :
kerjasama; ) . clum  berakhi
(3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak m
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

ahukan kepada
mya perjanjian

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9
: : i hari terjadi perselisihan
(1) Apabila dikemudian seusihan atau perbeg
mengenai perjanjian 1l maka akan diselesaikan Secara Scmwwﬂ Pendapat PARA PIHAK
clesaian secara musyawarah tidak ter arah dan mufakat;

2) Apabila peny ; capaj
A vmmnﬁm&mumb B&&sﬁ&cn hukum; T Pal kata mufakat maka akan
(3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian inj memilih tepy, 4

eri Temangeung. Pal dan kedudukan di

Pengadilan Neg
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BAB X
m>ZNmH wm§m>ﬁ>r>2

pasal 10 S kewajiban yang &USNQWg
Apabila salah satu pihak secara sengaja Gk BMB&S&GW% perihal tersebut 3 (tiga)
dengan bukti otentik dan pihak lain sudah membe€ lan akan tetapi tetap d@,&h mau
kali berturut-turut dalam jangka waktu 2 (dua) bu dapat dikenakan sanksi berupa
memenuhi kewajibannya maka yang bersanglcutan

beémutusan perjanjian kerjasama ini;

atau mengundurkan diri

— i a
(2) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan Perjanjian Nnmﬁmﬂﬂbmw sanksi membayar denda
sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK KEDU kepada PIHAK PERTAMA.
sebesar fixed cost per bulan yang belum dilaksanakan
BAB XI
FORCE MAJEURE
Pasal 11 g terjadi diluar kekuasaan

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yam . a ini. Peristiwa
PARA PIHAK yang AR aaama%mﬁ dipenuhinya perjanjiah wmwwmmwmaomowmb yang
dimaksud adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, vmﬁoambmgm,avwﬁ yang secara

wdmdu\mycgv dan adanya peraturan pemerintah wﬁwﬁ.MMbmcmmw

angsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing, : i i jadi

PARA Ema%amvmﬁ a%osmw‘&m atau Lmadﬂuwmwwﬂ kewajiban BWmEﬂBMMWWWMWNMMMM%M

hal-hal diluar kekuasaan manusia/ force majeure dan R e 7 (tujuh) hari

pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya Qmp.ma Wmﬁﬁb S&QMW Qmm_w a force
kalender setelah terjadi force majeure disertai bukati-bukti yang lay o8 Wbmmwb

majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewgjiban Bm.m:pm&d tl i

Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengaxibatican

hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure.

=

BAB XII
HAL-HAL LAIN
Pasal 12 :
1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam
suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantarany.
berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum vy
mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lai
keperluan administrasi.

a bermaterai cukup dan
ang sama, masing-masing
nnya tanpa materai untuk

PIHAK KEDUA
G S TN
Tl
u@ | 44E3 81

c%&wm 3 g
AR (DL R

PIHAK PERTAMA

dr. KUNDHA DEYANNINGTYAS, Sp.N

NIP, 19760401 woowww.w 010
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